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DEMOKRASI DIGITAL: STUDI TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
PENGGUNA SOSIAL MEDIA DI INDONESIA

Abstrak

Demokrasi di Indonesia mengalami perkembangan atas adanya peralihan perilaku masyarakat
dari gaya hidup sosial di masyarakat (dunia nyata) dengan gaya hidup sosial di media sosial
(dunia maya) atas akibat dari adanya digitalisasi. Pada beberapa tahun terakhir banyak terjadi
kasus aksi bertagar di sosial media khususnya di twitter. Hal itu merupakan fenomena hukum
baru dalam praktik Demokrasi yang kemudian disebut Demokrasi Digital. Tujuan dalam
penelitian ini 1) Mendeskripsikan karakteristik Demokrasi Digital melalui sosial media di
Indonesia 2) Mendeskripsikan Perlindungan Hukum bagi pengguna sosial media di Indonesia.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan doktrinal dengan cara studi pustaka atau
mengumpulkan data sekunder. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif karena bermaksud
menggambarkan secara jelas, tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti. Data
yang terkumpul dan telah diolah dibahas dengan metode normatif kualitatif menggunakan teori
hukum murni dari Hans Kelsen. Dalam Praktiknya, Demokrasi Digital mengalami hambatan dan
problematika seperti adanya cyber crime, buzzer, pemblokiran akun (Banned Account), teknis
yang kurang memadai, dan adanya pasal-pasal karet, sehingga seharusnya pemerintah perlu
membentuk konsep mekanisme penyelenggaraan praktik Demokrasi Digital dan pengaturan
tentang praktik Demokrasi Digital sehingga hukum dapat menyelesaikan problematika yang ada.

Kata Kunci: Demokrasi Digital, Media Sosial, Aksi tagar
Abstract

Democracy in Indonesia has developed due to the shift in people's behavior from a social
lifestyle in society (the real world) to a social lifestyle in social media (virtual world) as a result
of digitalization. In recent years, there have been many cases of hashtagged actions on social
media, especially on Twitter. This is a new legal phenomenon in the practice of Democracy
which is then called Digital Democracy. The objectives of this research are 1) to describe the
characteristics of digital democracy through social media in Indonesia. 2) to describe the legal
protection for social media users in Indonesia. This research uses a doctrinal approach by means
of literature study or collecting secondary data. The specification of this research is descriptive
because it intends to clearly describe various things related to the object under study. The data
collected and processed are discussed using a qualitative normative method using the pure theory
of law from Hans Kelsen. In practice, Digital Democracy experiences obstacles and problems
such as cyber crime, buzzers, account blocking (Banned Accounts), inadequate technicality, and
the existence of rubber articles, so the government should need to form a concept of mechanisms
for implementing the practice of Digital Democracy and regulation of the practice. Digital
Democracy so that the law can solve existing problems.

Keywords: Digital Democracy, Social Media, Hashtag action
PENDAHULUAN

Kecanggihan teknologi terus berkembang dan meluas ke seluruh dunia. Tidak hanya
dalam dunia maya namun juga mengalami perkembangan pesat dalam aktifitas kehidupan nyata

yang serba dengan kecanggihan teknologi. Begitupula di negara Indonesia, yang tidak lepas



dalam perkembangan teknologi yang serba digital melewati beberapa fase, diantaranya yang
paling awal fase 1.0 berupa pemanfaatan mesin uap, kemudian fase 2.0 yang beralih pada
pemanfaatan Tenaga listrik, kemudian fase 3.0 yang merambah pada otomatisasi computer dan
4.0 yaitu era penggunaan internet (Persada, I’ib Sutera Aru, 2020)

Pada tahun 2020, pengguna internet di dunia mencapai 4,5 milyar orang. Sehingga data
tersebut menunjukkan bahwa pengguna internet didunia telah mencapai lebih dari 60%
penduduk dunia. Dari total pengguna internet tersebut, diantaranya terdapat 3,8 milyar sudah
menjadi pengguna sosial media (Hootsuite, 2020). Bedasarkan proyeksi sensus penduduk yang
bersumber dari Badan Pusat Statistika (BPS), jumlah total penduduk di Indonesia pada tahun
2020 diproyeksikan sebanyak 269,6 juta jiwa (Kusnandar, 2020). Sedangkan penggunaan
internet di Indonesia mencapai 174 juta orang, artinya sekitar 64% dari jumlah penduduk
Indonesia sudah terhubung internet (We Are Social, 2020).

Penggunaan internet menimbulkan kebutuhan gaya hidup bersosial baru, dari kebutuhan
gaya hidup sosial dunia nyata menuju ke kebutuhan gaya hidup sosial dunia maya yang biasa
disebut dengan sosial media. Sosial Media menjadi alat komunikasi yang tidak bersifat linier
atau berjalan satu arah melainkan bersifat interaktif dan terbuka didunia maya, pola komunikasi
virtual ini muncul sebagai media baru. Media baru merupakan media yang menawarkan
digitalisasi, konvergensi, interaktif dan pengembangan relasi serta penyampaian informasi
(Susanto, 2017).

Sosial media mengalami perkembangan pesat seperti pemanfaatannya yang serba online.
Keadaan untuk memenuhi kebutuhan bersosial media ini ditunjang dengan adanya beberapa
aplikasi yang berkembang dengan pesat di Indonesia seperti Facebook, Instagram, Twitter dll.
Internet menjadi alternatif baru dalam menghadapi dan mengatasi segala permasalahan yang ada
sehingga lebih praktis, efektif dan efisien atau pada umumnya proses perubahan ini disebut
sebagai proses digitalisasi. Dalam KBBI, digitalisasi dimaknai sebagai penggantian pemakaian,
pemberian sistem digital dalam kegiatan yang dilakukan secara harian

Gaya hidup bersosial media tersebut sebenarnya telah diatur secara implisit berdasarkan
UUD 1945 pasal 28F yang pada dasarnya setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan
memperoleh informasi dengan menggunakan jenis saluran yang tersedia. Peralihan gaya
bersosial ini merupakan proses digitalisasi dimana dalam bersosial masyarakat beralih melalui

media.



Proses digitalisasi berdampak pada banyak aspek baik ekonomi, sosial dan politik.
Kemudian bagaimana dengan dinamika Demokrasi di Indonesia jika dikaitkan dengan proses
digitalisasi ini? Pada tanggal 17 april 2019 Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum
serentak untuk pemilihan legislatif dan pemilihan presiden (Elza Astari Retaduari, 2019).
Sayangnya pesta demokrasi tersebut menimbulkan beberapa problematika seperti informasi yang
bersifat berita bohong (hoaks) melalui media sosial (Widiantoro, 2017). Tidak hanya itu
problematika lainnya adalah adanya ujaran kebencian, memanipulasi psikologi calon pemilih dan
penyebaran fitnah melalui sosial media yang dianggap sebagai ancaman besar dalam proses
berdemokrasi (Hidayat, 2018). Paska pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2019, media
sosial pemanfaatannya semakin meluas dan berkembang fungsinya, termasuk dalam hal ini yaitu
digunakan sebagai alat politik yaitu baik dari para penguasa negara ataupun oposisi. Dalam
praktiknya muncul pemanfaatan buzzer sebagai alat agitasi, provokasi dan propaganda via sosial
media untuk memanipulasi suara rakyat.

Pada tahun 2020, Indonesia mengalami musibah pandemi covid-19, hal ini juga
berdampak pada dinamika Demokrasi di Indonesia, dimana banyak masyarakat tidak dapat
melaksanakan aksi dijalan, seperti aksi tahunan pada hari buruh dan beberapa aksi lain karena
muncul kebijakan dari pemerintah untuk mencegah penularan covid-19 (Yuniar, 2020). Atas
permasalahan yang terjadi, aksi ini kemudian dilakukan dalam bentuk aksi tagar melalui media
sosial sebagai alternative dari aksi di jalanan (di muka umum). Aksi tagar ini popular dan biasa
digunakan di aplikasi sosial media seperti Twitter.

Pada tahun 1978, Brian Kernighan dan Dennis Ritchie menggunakan tagar sebagai
Bahasa pemrogaman. Tagar kemudian digunakan dalam jaringan IRC untuk mengelompokkan
sebuah label atau topik. Tagar merupakan kepanjangan dari tanda pagar dengan simbol (#).
Tagar yang biasa disebut hastag mulai popular setelah digunakan di dalam sosial media. Tagar
difungsikan sebagai code untuk mempermudah orang dalam mencari topik yang lebih spesifik
dalam sosial media dan pengelompokan tema atau informasi serta memperluas jangkauan
postingan tersebut (Permatasari & Trijayanto, 2017). Dalam hal ini penggunaan tagar pada aksi
tagar bertujuan untuk mempermudah penyatuan topik dan suara rakyat disertai dengan
mengumpulkan tagar agar dapat menjadi trending topik di sosial media.

Aksi tagar mulai popular pada masa pandemik covid-19 diantaranya yang telah terjadi

seperti pada Pertama, Aksi tagar Masyarakat Klaten terhadap Bupati Klaten dilaksanakan pada



tanggal 27 April 2020. Aksi tersebut disebabkan dengan adanya respon masyarakat klaten yang
dihebohkan tentang beberapa tindakan yang dilakukan Pemerintah Daerah kota Klaten.
Masyarakat merasa malu atas tindakan Bupati Klaten karena terkesan mencari eksistensi dengan
cara melabeli hampir secara keseluruhan barang bantuan sosial pemerintah dengan fotonya dan
identik dengan warna partainya. Tidak hanya itu, segala informasi dari pemerintah daerah yang
dipasang pada papan reklame terdapat pula foto Bupati Klaten sehingga sepanjang jalan jogja-
solo akan banyak ditemui foto Bupati Klaten Sri Mulyani. Bentuk desain foto ditiap kegiatan
kepemerintahan dianggap masyarakat sebagai perilaku narsisme dan mencari eksistensi untuk
pemilu yang akan datang. Atas tindakan tersebut, para pengguna akun sosial media di twitter
melakukan kritik terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten khususnya kepada Bupati
Klaten Sri Mulyani dengan tagar #BupatiKlatenMemalukan. Kedua, Aksi tagar Mahasiswa
terhadap kebijakan Kampus selama pandemi Covid-19. Aksi tersebut muncul karena disaat
pandemi kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online atau dalam jaringan (daring). Dengan
memanfaatkan teknologi yang ada diharapkan dapat menjadi alternatif meskipun tidak se-efektif
jika dilaksanakan secara tatap muka. Kemudian, masalah muncul dikarenakan SPP tidak terjadi
penurunan, mengingat pandemi membuat ekonomi merosot dan kegiatan belajar mengajar tidak
menggunakan fasilitas kampus atau dilakukan secara online atau dalam jaringan yang disingkat
daring. Banyak mahasiswa yang menuntut untuk menurunkan biaya kuliah dan perbaikan sistem
daring. Rata-rata mengkritik mengenai masalah keuangan kampus yang tidak transparan. Oleh
karena itu terjadi tuntutan dari mahasiswa ke kampusnya masing-masing untuk menurunkan SPP
dan memberikan subsidi bantuan kuota untuk kegiatan kuliah daring. Penulis mengumpulkan
beberapa kampus yang melakukan aksi tagar penuntutan tersebut melalui sosial media khususnya
twitter. Beberapa tagar yang ditemukan penulis vyaitu #kalijagamenggugat, #umspelit
#UndipKokJahatSih, #UNNESBERGERAK, #UNSBohong, #unsoedjutek. Ketiga, Aksi tagar
Mahasiswa terhadap Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selama pandemi
Covid-19. Aksi tersebut dikarenakan adanya beberapa kampus di Indonesia yang mengalami
penuntutan oleh mahasiswanya dengan menggunakan aksi tagarnya masing-masing. Hal itu
membuat seluruh mahasiswa di Indonesia menyadari akan posisi yang sama sehingga
terbentuklah ide penyatuan suara. Puncaknya seluruh mahasiswa di Indonesia melakukan
penuntutan yang langsung ditujukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem

Makarim. Aksi tagar dilakukan melalui sosial media Twitter dengan tagar #NadiemMendengar.



Keempat, Aksi tagar Mahasiswa, Pelajar dan Rakyat Yogyakarta terhadap Kebijakan
pemerintah terkait Omnibus Law dilaksanakan pada bulan oktober 2020, Pemerintahan
Indonesia mengalami penuntutan oleh mahasiswa dan masyarakat Yogyakarta secara besar-
besaran di Bundaran Universitas Gadjah Mada. Hal itu membuat seluruh masyarakat, pelajar dan
mahasiswa Yogyakarta berkumpul melakukan aksi dijalanan dan disosial media yaitu melalui
twitter. Aksi diawali dengan menyuarakan tuntutan melalui sosial media yang mana puncaknya
dilakukan langsung di jalan atau biasa disebut sebagai aksi turun kejalan/demo mahasiswa.
Organisasi kemahasiswaan atau organisasi masyarakat memberikan kritik ataupun saran terkait
proses pembentukan Undang-undang Omnibus Law. Aksi tagar tersebut dilaksanakan melalui
sosial media Twitter dengan tagar #JogjaMemanggil. Kelima, Aksi tagar Mahasiswa seluruh
Indonesia terhadap Kebijakan Pemerintah terkait Omnibus Law. Aksi tersebut muncul ketika
Pemerintah indonesia pada saat pandemi covid-19 menyusun dan membuat beberapa produk
hukum baru mengenai beberapa hal khususnya yaitu adanya Omnibus Law. Pada bulan Oktober
2020, atas kebijakan yang dibuat, Pemerintah Indonesia mengalami penuntutan besar-besaran
dari seluruh kota besar di Indonesia dan puncaknya adalah seluruh mahasiswa di Indonesia
berkumpul dan aksi di depan gedung DPR RI. Dalam aksi tersebut terdapat pula aksi tagar yang
dilakukan beberapa hari menjelang aksi di gedung DPR RI. Aksi diawali dengan menyuarakan
tuntutan  melalui  sosial media twitter dengan tagar #GagalkanOmnibusLaw,
#TolakOmnibusLaw, #JegalSampaigagal yang mana puncaknya dilakukan langsung di jalan atau
biasa disebut sebagai aksi turun kejalan/demo mahasiswa..

Dalam aksi tagar pengguna akun sosial media menggunakan beberapa cara diantaranya
yaitu disampaikan dengan tulisan, meme lucu dan video lucu. Meme merupakan suatu ungkapan
emosi baik senang, sedih atau marah yang diungkapkan dalam bentuk tulisan dalam visual
bergambar (Asfihan, 2021). Ketertarikan aksi melalui sosial media disebabkan adanya dua hal
yaitu friendship-driven activity dan Interest-driven activity yang mana kedua hal tersebut
disebabkan oleh beberapa faktor yaitu pertama, Level of Engagement yaitu menggunakan sosial
media sebagai pengaruh seseorang yang melibatkan diri dalam aksi politik. Kedua, Types of
Friendships yaitu menambah pertemanan demi popularitas, mencapai kepentingan, akses yang
lebih luas dan sebagainya. Ketiga, Media Socialisation yaitu sosial media berguna untuk

mengajak seseorang untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik (Prasetya, 2019).



Aksi turun di jalan telah dijelaskan secara eksplisit dalam pasal 1 ayat 3 Undang-undang
Nomor 9 tahun 1998 tentang kebebasan berpendapat yang pada dasarnya masyarakat dibebaskan
untuk menyampaikan aspirasi secara demonstratif dimuka umum. Namun bagaimana dengan
aksi tagar? Hal itulah yang akan dibahas pada penelitian ini menggunakan beberapa peraturan
yang mengatur secara implisit aksi tagar seperti Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945), Kitab
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), UU Nomor 9 tahun 1998 tentang menyampaikan
pendapat dimuka umum, Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi
elektronik (UU ITE), Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun
2012 tentang tata cara Penyelanggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara
Penyampaian Pendapat Di Muka Umum.

Untuk menjelaskan mengenai karakteristik dari aksi tagar, penulis menggunakan prinsip
demokrasi menurut para ahli, pertama, adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk
memberikan pembenaran kebenaran dalam penilaian terhadap jalannya proses politik dan
pemerintahan (Robert A. Dahl). Kedua, kebebasan berbicara, berkumpul, berpartisipasi, pers,
dan berpendapat yang dijamin keberadaannya, baik melalui konstitusi ataupun melalui
kesepakatan (Hans kelsen, Carter dan Hertz, Andrews dan chapnan). Ketiga, menghargai sikap
toleransi terhadap perbedaan pendapat yang berlawanan (Carter dan Hertz). Keempat,
kesukarelaan / voluntarism (William Ebenstein).

Selain masalah itu, dalam praktiknya muncul problematika yang menghambat dalam
proses pelaksanaan Aksi tagar seperti pertama, adanya praktik Buzzer yang merupakan
sekelompok orang yang menggunakan akun media sosial yang tidak jelas identitasnya kemudian
menyebarkan informasi bermotif ideology, ekonomi dan politik (Dhawam Pambudi, 2019).
Pengguna akun sosial media menamai akun Buzzer tersebut sebagai akun bot dan bergerak
secara tim. Kedua, penyalahgunaan fitur Banned Account yang merupakan bentuk dari report
besar-besaran sehingga aplikasi akan mendeteksi akun tersebut untuk dilakukan pemblokiran.
Ketiga, tidak adanya pengarsipan yaitu hasil aksi tagar yang berhasil dikumpulkan akan hilang
setelah beberapa hari trending sehingga tidak ada arsip histori dari hasil tagar yang terkumpul.
Keempat yaitu Cyber Crime merupakan kejahatan di dunia maya seperti hacking dll. Sehingga
proses demokrasi digital tidak berjalan dengan lancar dalam menyuarakan aspirasinya.
Olehkarena itu dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan mengenai sesuai atau tidaknya

aksi tagar ini berdasarkan prinsip-prinsip Demokrasi, inventarisasi peraturan yang terkait, serta



mencari cara untuk mengatasi dan memberikan solusi atas problematika yang ada. Kemudian
penulis menjelaskan kelebihan dari aksi tagar ini sehingga kelebihan tersebut dapat dijadikan
sebagai usulan konsep dalam Praktik Demokrasi Digital.

Aksi tagar dimaknai penulis sebagai bentuk praktik dari Demokrasi digital. Olehkarena
itu penulis mengangkat penelitian ini dengan judul Demokrasi Digital : studi tentang
Perlindungan Hukum bagi pengguna sosial media, dengan harapan dapat diketahui karakteristik
dan bentuk perlindungan hukum dari praktik Demokrasi digital di Indonesia dengan Rumusan
Masalah yaitu bagaimanakah karakteristik Demokrasi Digital melalui sosial media di Indonesia
dan bagaimanakah Perlindungan Hukum bagi Demokrasi Digital melalui sosial media di
Indonesia. Penelitian ini pada dasarnya untuk menjelaskan dinamika dari praktik Demokrasi
sehingga fenomena hukum baru yang berupa aksi tagar ini dapat dijadikan rujukan dalam
penelitian lainnya dan dijadikan bahan untuk melakukan perbaikan dari praktik Demokrasi
digital.

METODE

Demokrasi di Indonesia terakomodasi dalam peraturan perundang undangan diantaranya
dalam UUD 1945 yang secara herarki diatur dalam Undang-Undang dibawahnya seperti: Kitab
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), UU Nomor 9 tahun 1998 tentang menyampaikan
pendapat dimuka umum, Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi
elektronik (UU ITE), UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2012 tentang tata cara
Penyelanggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di
Muka Umum dan Putusan Mahkamah Konstitutsi Nomor 91 tahun 2020.

Dalam perkembangannya, Demokrasi tersebut mengalami perkembangan yang tidak
hanya dapat dipraktikkan di dalam dunia nyata saja melainkan dapat dipraktikkan ke dalam
Dunia maya yaitu sosial media. Sehingga perkembangan tersebut penulis menyebut sebagai
Demokrasi Digital.

Praktik Demokrasi Digital belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-
undangan. Sehingga dalam hal ini perlu dikaji peraturan yang mengatur secara implisit praktik
Demokrasi Digital ini yang dilakukan dalam bentuk Aksi tagar.

Subyek hukum dalam demokrasi digital tersebut adalah masyarakat yang menggunakan

akun social media untuk melakukan tindakan berupa aksi bertagar dalam menyuarakan



aspirasinya. Pada praktiknya subyek hukum tersebut mengalami problematika diantaranya
seperti munculnya buzzer, banned Account, tidak adanya fitur arsip dan cyber crime sehingga
dalam proses demokrasi digital ini tidak berjalan dengan lancar. Olehkarena itu dengan adanya
dinamika baru dalam demokrasi, maka muncul sebuah fenomena hukum baru sehingga
fenomena tersebut penting untuk dikaji secara mendalam terkait dengan karakteristik dan bentuk
perlindungan hukum dari praktik demokrasi Digital. Fenomena demokrasi digital ini penulis
kerucutkan untuk mengkaji kasus yang terjadi di Indonesia.

Metode penelitian ini berdasarkan pada penelitian hukum dengan menggunakan
pendekatan Sosial Legal, karena hukum tidak hanya dikonsepkan sebagi keseluruhan asas-asas
dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula
lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam
masyarakat, sebagai perwujudan makna-makna simbolik dari pelaku sosial, sebagaimana
termanifestasi dan tersimak dalam dan dari aksi dan interkasi antar mereka. Dengan demikian di
dalam penelitian ini akan dicoba dilihat keterkaitan antara faktor hukum dengan faktor-faktor
ekstra legal yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

Penelitian ini akan dilakukan di sosial media khususnya twitter di Indonesia. Penentuan
lokasi penelitian ini dilakukan secara purposive, yang didasarkan pada pertimbangan-
pertimbangan, yaitu : Pertama, karena disosial media twitter terjadi fenomena hukum Demokrasi
digital berupa aksi tagar sebagai bentuk penyampaian pendapat kepada pemerintah. Kedua, aksi
tagar di sosial media membutuhkan perlindungan hukum dalam pelaksanaannya.

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena bermaksud
menggambarkan secara jelas (dengan tidak menutup kemungkinan pada taraf tertentu juga akan
mengeksplanasikan/memahami) tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti
yaitu: (a) Karakteristik Demokrasi Digital melalui sosial media di Indonesia dan (b)
Perlindungan hukum bagi Demokrasi Digital melalui sosial media di Indonesia.

Penelitian ini memerlukan dua sumber dan jenis data yang berbeda, pertama Data Primer
yaitu data-data yang berasal dari sumber data utama yang berwujud tindakan sosial dan kata-
kata, dari pihak yang terlibat dengan obyek yang diteliti yaitu berupa observasi di sosial media
untuk meneliti konten media sosial khususnya berasal dari twitter yang menampilkan aspek
demokrasi digital. Adapun data-data primer ini akan diperoleh melalui situasi sosial tertentu

dalam hal ini yaitu sosial media, yang dipilih secara purposive. Penentuan situasi sosial yang



akan diobservasi lebih lanjut, akan diarahkan pada : (a) situasi sosial media ditwitter yang
tergolong sehimpun dengan sampel data dan (b) situasi sosial yang kegiatannya memiliki
kemiripan dengan sampel data. Observasi tersebut akan dihentikan apaila dipandang tidak lagi
memunculkan varian informasi dari setiap penambahan sampel yang dilakukan. Kedua, Data
sekunder yaitu berupa data yang berasal dari bahan studi kepustakaan baik meliputi: a.
Dokumen-dokumen tertulis, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan (hukum positif
Indonesia), artikel ilmiah, buku-buku literatur, dokumen-dokumen resmi, arsip dan publikasi dari
lembaga-lembaga yang terkait b. Dokumen-dokumen yang bersumber dari data-data statistik,
baik yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah, maupun oleh perusahaan, yang terkait dengan
fokus permasalahannya

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, akan dikumpulkan melalui tiga cara,
yaitu: melalui observasi dan studi kepustakaan, yang dilakukan dengan tahap-tahap sebagai
berikut: Pada tahap awal, di samping akan dilakukan studi kepustakaan, yang dilakukan dengan
cara cara, mencari, mengiventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin-
doktrin, dan data-data sekunder yang lain, yang berkaitan dengan fokus permasalahannya. Lalu
akan dilakukan obervasi yang tidak terstruktur yang ditujukan terhadap berbagai situasi dengan
maksud untuk memperoleh gambaran yang lebih terperinci dan mendalam tentang apa yang
tercakup di dalam berbagai permasalahan yang telah ditetapkan dan terbatas pada satu fokus
permasalahan.

Instrumen penelitian terdiri dari instrumen utama. Instrumen utama dalam penelitian ini
adalah peneliti sendiri dari hasil observasi di sosial media twitter.

Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode
analisis kualitatif, yang dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam penelitian ini analisis
akan dilakukan dengan metode analisis secara kualitatif. Dalam hal ini analisis akan dilakukan
secara berurutan antara metode analisis domain, analisis taksonomis, dan analisis komponensial.
Penggunaan metode-metode tersebut akan dilakukan dalam bentuk tahapan-tahapan sebagai
berikut: Pertama, akan dilakukan analisis domain, dimana dalam tahap ini peneliti akan
berusaha memperoleh gambaran yang bersifat menyeluruh tentang apa yang yang tercakup
disuatu pokok permasalahan yang diteliti. Hasilnya yang akan diperoleh masih berupa

pengetahuan ditingkat permukaan tentang berbagai domain atau kategori-kategori konseptual.



Bertolak dari hasil analisis domain tersebut diatas, lalu akan dilakukan analisis taksonomi
untuk memfokuskan penelitian pada domain tetentu yang berguna dalam upaya mendiskripsikan
atau menjelaskan fenomena yang menjadi sasaran semula penelitian. Hal ini dilakukan dengan
mencari struktur internal masing-masing domain dengan mengorganisasikan atau menghimpun
elemen-elemen yang berkesamaan disuatu domain.

Dari domain dan kategori-kategori yang telah diidentifikasi pada waktu analisis domain
serta kesamaan-kesamaan dan hubungan internal yang telah difahami melalui analisis
taksonomis, maka dalam analisis komponensial akan dicari kontras antar elemen dalam domain.
Dengan mengetahui warga suatu domain (melalui analisis domain), kesamaan dan hubungan
internal antar warga disuatu domain (melalui analisis taksonomis), dan perbedaan antar warga
dari suatu domain (melalui analisis komponensial), maka akan diperoleh pengertian yang
komprehensif, menyeluruh rinci, dan mendalam mengenai masalah yang diteliti.

Tahap terakhir dari analisis data ini adalah dengan mengadakan pemeriksaan keabsahan
data, dengan tujuan untuk mengecek keandalan dan keakuratan data, yang dilakukan melalui dua
cara, yaitu: pertama, penafsiran data dimana teori-teori yang ada diaplikasikan ke dalam data,
sehingga terjadi suatu dialog antara teori di satu sisi dengan data di sisi lain. Dengan malalui
cara ini, selain nantinya diharapkan dapat ditemukan beberapa asumsi, sebagai dasar untuk
menunjang, memperluas atau menolak, teori-teori yang sudah ada tersebut, diharapkan juga akan
ditemukan berbagai fakta empiris yang relevan dengan kenyataan kemasyarakatannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini, penulis melakukan 5 penelitian pada praktik Demokrasi Digital
berupa: pertama, aksi tagar Masyarakat Klaten terhadap Bupati Klaten. Kedua, aksi tagar
Mahasiswa terhadap kebijakan Kampus selama pandemi Covid-19. Ketiga, Aksi tagar
Mahasiswa terhadap Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selama pandemi
Covid-19. Keempat, Aksi tagar Mahasiswa, Pelajar dan Rakyat Yogyakarta terhadap Kebijakan
pemerintah terkait Omnibus Law. Kelima, aksi tagar Mahasiswa seluruh Indonesia terhadap
Kebijakan Pemerintah terkait Omnibus Law. Kelima (5) aksi tagar diatas kemudian disandingkan
dengan beberapa prinsip demokrasi untuk melihat karakteristik dan bentuk perlindungan
hukumnya. Berikut hasil dan Pembahasannya:

Pertama, berdasarkan prinsip demokrasi dari Robert A. Dahl bahwa adanya

peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan pembenaran kebenaran dalam
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penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan. Kelima (5) aksi tagar diatas
menggunakan sosial media Twitter sebagai sarana untuk mengkritik dan memberikan peluang
bagi semua pengguna sosial media untuk menilai proses berjalannya politik dan pemerintahan
dalam bentuk penyabaran gambar dan pamflet yang berisi pembenaran sebagai respon dari
dikeluarkannya kebijakan politik pemerintah atau intansi tertentu yang dianggap kurang atau
tidak tepat.

Berdasarkan Pada UUD 1945 Pasal 28E ayat (2), Undang-undang Nomor 9 tahun 1998
tentang menyampaikan pendapat dimuka umum Pasal 1 Angka 2, Undang-Undang Nomor 14
tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 3 huruf a, b dan c, Peraturan Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2012 tentang tata cara Penyelenggaraan
Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum pasal
1 angka 1 dan Pasal 4 huruf a, b, c, d, e, f dan g, maka kelima (5) aksi tagar diatas telah
memenuhi peraturan perundangan-undangan tersebut. Kelima (5) aksi tagar diatas memenuhi
peraturan perundangan-undangan karena, kritik atas adanya peluang memberikan penilaian
terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan diatur dalam UUD 1945 Pasal 28E ayat (2)
yang pada intinya bahwa setiap orang berhak atas kebebasan dalam menyatakan pikiran, sikap
dengan sesuai hati nuraninya (nilai kebenaran). Kritik melalui sosial media memenuhi peraturan
perundang-undangan karena secara implisit telah diatur dalam Undang-undang Nomor 9 tahun
1998 tentang menyampaikan pendapat dimuka umum Pasal 1 Angka 2 yang mana frasa “dimuka
umum” memiliki makna “ditempat yang dapat dilihat orang banyak dan dapat diakses oleh setiap
orang”, sedangkan “beranda di sosial media” memiliki makna yang sama dengan frasa “dimuka
umum”. Hal tersebut juga diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor 7 tahun 2012 tentang tata cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan
Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum pasal 1 angka 1 yang isinya
mengenai penyampaian pendapat dimuka umum. Kemudian, konsep penyebaran gambar dan
pamflet memenuhi perturan perundang-undangan dalam Pasal 4 huruf f yang mana didalam pasal
ini disebutkan bahwa salah satu bentuk penyampaian pendapat dimuka umum meliputi
penyebaran pamflet. Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 91 tahun 2020 dalam hasil rapat
permusyawaratan Hakim Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat akan

lebih bermakna jika terdapat adanya Partisipasi Publik yang diperuntukkan khususnya bagi
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kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki concern atau perhatian khusus
terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah (Rancangan Undang-undang).

Jika disandingkan dengan pendapat Charles Costello, mengenai Demokrasi yang
merupakan sistem sosial dan politik pemerintah yang mana didalamnya terdapat pembatasan
kekuasaan pemerintah oleh hukum, hak perorangan dari warga negara (hak rakyat) dan adat,
maka kelima (5) aksi tagar diatas memenuhi doktrin tersebut. Kelima (5) aksi tagar diatas dapat
memenuhi doktrin dari Charles Costello karena kritik dan pemberian penilaian berupa
penyabaran gambar dan pamflet merupakan hak perorangan rakyat untuk memberikan penilaian
yang diwujudkan sebagai fungsi pembatasan kekuasaan pemerintah. Kemudian Jika
disandingkan dengan pendapat Niklas Luhman, mengenai autopiesis yang menekankan peran
Individu sebagai bagian dari sistem sosial dalam memberikan aspirasi dan pendapat terhadap
kebijakan pemerintah, maka kelima (5) aksi tagar diatas memenuhi doktrin ini karena kritik dan
pemberian penilai berupa gambar dan pamflet merupakan peran individu dalam
memperjuangkan hak politiknya sebagai fungsi memberikan pertimbangan dan kebijakan
pemerintah.Pemerintah dalam mengambil kebijakan atau dalam proses politik memiliki potensi
untuk bertindak salah baik sengaja ataupun tidak disengaja. Adanya peluang tersebut membuat
setiap orang dapat memberikan kritik ataupun saran untuk menilai berjalannya proses politik dan
kepemerintahan. Jadi bentuk kritik berupa pernyataan sikap dan dikeluarkannya pemikiran-
pemikiran dari masyarakat dan dilakukannya dalam bentuk penyebaran gambar dan pamflet
melalui sosial media, merupakan bentuk dari praktik Demokrasi karena telah sesuai dan telah
diatur secara implisit melalui peraturan hukum di Indonesia.

Kemudian kelima (5) aksi tagar diatas telah sesuai dengan doktrin yang dikemukaan oleh
Charles Costello dikarenakan mengkritik dan memberikan penilaian dalam bentuk penyabaran
gambar dan pamflet sebagai respon dari dikeluarkannya produk politik dan kebijakan pemerintah
atau intansi, dapat difungsikan sebagai bentuk kritik untuk pembatasan kekuasaan pemerintahan.
Kemudian juga sesuai dengan pendapat Niklas Luhman dikarenakan mengkritik dan memberikan
penilaian dalam bentuk penyabaran gambar dan pamflet oleh individu yang ada di sosial media
merupakan wujud dari bagian sistem sosial itu sendiri. Sosial media dapat diartikan sebagai
sistem sosial yang dimanfaatkan dalam memberikan aspirasi dan pendapat untuk

mempertimbangkan kebijakan pemerintah.
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Praktik Demokrasi dalam kelima (5) aksi tagar tersebut melakukan kritik berupa
penyebaran gambar dan pamflet yang mana dilakukan melalui dunia maya (sosial media) yang
difungsikan untuk pembatasan kekuasaan pemerintahan, adanya partisipasi publik dan sosial
media itu sendiri dapat dimaknai sebagai sistem sosial yang menfasilitasi perjuangan hak politik
individu (autopoiesis). Dapat dilihat juga dari frasa “penyampaian pendapat dimuka umum” yang
memiliki makna yang sama dengan “penyampaian pendapat di beranda sosial media”. Oleh
karena itu, praktik kelima (5) aksi tagar diatas dapat di-identifikasikan sebagai bentuk dari
Karakteristik Demokrasi Digital.

Kedua, Berdasarkan prinsip demokrasi menurut Hans kelsen dan Carter dan
Hertz, Andrews dan chapnan mengenai Kebebasan berbicara, berkumpul, berpartisipasi,
pers, dan berpendapat yang dijamin keberadaannya, baik melalui konstitusi ataupun
melalui kesepakatan (Thalhah, 2008) (Muntoha, 2009)(Culla, 2018). Oleh prinsip tersebut
maka bentuk praktik dari prinsip tersebut dapat dilihat dari kelima (5) aksi tagar diatas yang
menggunakan tweet sebagai bentuk kritik dan meme lucu sebagai bentuk kritik sindiran yang
kreatif dan menghibur sehingga mudah untuk disebar luaskan. Aksi tagar yang dilakukan melalui
sosial media tidak luput dari meme lucu, dikarenakan pada dasarnya media sosial memiliki peran
utama yaitu sebagai media hiburan sehingga secara tidak langsung dalam situasi yang
memanaspun akan muncul perilaku-perilaku yang menghibur. Hal itu selaras dengan fungsi
Media sosial yang dapat menjadi hiburan yang disebabkan atas dasar sebagai fitrah manusia
yang membutuhkan sebuah hiburan untuk membawa ketenangan dan rasa gembira. (Frank
Wilkins et al.,, 2019). Terdapat satu bentuk tambahan yang berbeda pada aksi tagar dari
mahasiswa UIN Sunan Kalijaga dengan tagar #kalijagamenggugat yaitu menggunakan petisi
online melalui web.

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3), Undang-undang Nomor 9 tahun
1998 tentang menyampaikan pendapat dimuka umum Pasal 1 angka 1 dan Peraturan Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2012 tentang tata cara Penyelenggaraan
Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Pasal
5 Ayat (1) huruf a, ¢ dan d dan Pasal 4 huruf f, maka kelima (5) aksi tagar diatas memenuhi
peraturan perundangan-undangan tersebut. Kelima (5) aksi tagar diatas memenuhi peraturan
perundangan-undangan dikarenakan, kebebasan berbicara dan berpendapat dalam memberikan

kritik berbentuk tweet diatur secara implisit dalam UUD 1945 Pasal 28 yang pada intinya yaitu
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kemerdekaan dalam mengeluarkan pikiran dengan tulisan dan sebagainya. Hal itu juga diatur
dalam Pasal 28E ayat (3) yaitu kebebasan dalam mengeluarkan pendapat. Kemudian untuk
penyampaian pendapat berupa meme lucu diatur secara implisit dalam Undang-undang Nomor 9
tahun 1998 tentang menyampaikan pendapat dimuka umum Pasal 1 angka 1 yaitu kemerdekaan
setiap warga negara dalam menyampaikan pendapat dalam bentuk tulisan dan sebagainya. Pada
frasa “tulisan dan sebagainya” dapat dimaknai sebagai bentuk selain secara lisan atau tulisan,
dalam hal ini meme lucu menjadi bagian dari frasa “sebagainya”. Berdasarkan Peraturan Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2012 tentang tata cara Penyelenggaraan
Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Pasal
5 Ayat (1) huruf a, ¢ dan d, yaitu warga negara berhak untuk menyampaikan pendapat dengan
tulisan dan menyebar luaskannya sesuai hati nuraninya melalui sarana elektronik maka kritik
berupa tweet dan meme lucu dapat disebar luaskan melalui sarana elektronik. Kemudian dalam
hal aksi tagar menggunakan petisi online melalui web diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2012 tentang tata cara Penyelenggaraan Pelayanan,
Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum yaitu Pasal 4
huruf f yang pada intinya, bentuk penyampaian pendapat dimuka umum meliputi salah satunya
yaitu dapat dilakukan dalam bentuk petisi.

Kemudian jika disandingkan dengan pendapat Hans Kelsen mengenai Demokrasi terkait
adanya ide kebebasan berdasarkan batin rakyat dalam menentukan kehendaknya maka kelima (5)
aksi tagar diatas memenuhi doktrin tersebut. Kelima (5) aksi tagar diatas memenuhi doktrin dari
Hans Kelsen karena penyampaian pendapat dalam bentuk tweet di Twitter, meme lucu dan petisi
online merupakan ide kebebasan yang berada dalam benak rakyat sebagai prinsip penentuan
kehendak sendiri. Ide kebebasan atas kehendak rakyat itu dapat diwujudkan dalam bentuk dan
gaya yang berbeda-beda yaitu berupa tweet, meme lucu dan petisi. Kebebasan yang telah dijamin
tersebut tentu akan menimbulkan gaya yang berbeda-beda dalam menyampaikan pemikirannya.
Kemudian jika disandingkan dengan pendapat Jurge Habermas mengenai hak dasar warga dalam
kebebasan bertindak dan Ruang Publik yang membentuk opini publik yang menyangkut
kepentingan umum dan bersifat bebas dari dominasi maka kelima (5) aksi tagar diatas memenuhi
doktrin dari Jurge Habermas dikarenakan penyampaian pendapat dalam bentuk tweet, meme lucu
dan petisi online merupakan opini publik yang menyangkut kepentingan umum yang dinyatakan

melalui ruang publik dalam hal ini yaitu melaui beranda sosial media..
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Dalam proses berdemokrasi, kebebasan berbicara dan berpendapat merupakan hak yang
harus dijamin keberadaannya oleh negara baik melalui konstitusi ataupun melalui kesepakatan.
Kebebasan yang telah dijamin tersebut tentu akan menimbulkan gaya yang berbeda-beda dalam
menyampaikan pikirannya. Jadi gaya yang berbeda-beda tersebut yang berbentuk kritik berupa
tweet, meme lucu dan petisi melalui sosial media Twitter merupakan bentuk dari praktik
Demokrasi karena telah sesuai dan telah diatur secara implisit melalui peraturan hukum di
IndonesiaSelanjutnya, kelima (5) aksi tagar diatas telah sesuai dengan doktrin yang dikemukakan
oleh Hans Kelsen, karena tweet, meme lucu, dan petisi online merupakan bukti adanya ide dari
rakyat yang bebas atas kehendaknya sendiri dalam berpendapat di sosial media.

Kelima (5) aksi tagar diatas telah sesuai dengan doktrin yang dikemukakan oleh Hans
Kelsen, karena tweet, meme lucu, dan petisi online merupakan bukti adanya ide dari rakyat yang
bebas atas kehendaknya sendiri dalam berpendapat di sosial media. Kelima (5) aski tagar diatas
telah sesuai dengan doktrin Jurge Habermas dikarenakan tweet, meme lucu, dan petisi online
merupakan bukti dari berjalannya opini publik yang bebas dalam ruang publiknya.

Praktik Demokrasi dalam kelima (5) aksi tagar tersebut dilakukan melalui dunia maya
(sosial media) dengan gaya yang berbeda dari aksi konvensional (dijalanan / turun kejalan).
Dilihat dari frasa “kemerdekaan atau ide kebebasan dalam mengeluarkan pikiran dengan tulisan
dan sebagainya atas kehendak sendiri” dan frasa “Ruang Publik untuk membentuk opini publik
yang bersifat bebas” dapat dimaknai sebagai perwujudan dari tweet, meme lucu dan petisi. Oleh
karena itu maka praktik itu dapat di identifikasikan sebagai bentuk dari Karakteristik Demokrasi
Digital.

Ketiga, berdasarkan prinsip demokrasi menurut Carter dan Hertz mengenai
menghargai sikap toleransi terhadap perbedaan pendapat yang berlawanan (Sunarso,
2018). Bentuk praktik dari prinsip tersebut dapat dilihat dari kelima (5) aksi tagar diatas yang
mana terdapat bentuk toleransi perbedaan pendapat yang dilakukan dengan cara pejabat yang
terkait merespon kritik yang disuarakan oleh rakyat dalam bentuk klarifikasi dan permintaan
maaf atau mengajak untuk mengadakan musyawarah dalam bentuk audiensi. Perbedaan pendapat
lain dibangun dengan sikap berupa bantahan dalam batasan tanpa menjatuhkan secara individu.
Subyek perbedaan pendapat tidak hanya pada rakyat dengan pejabat yang terkait, terdapat pula
perbedaan antara masyarakat dengan masyarakat itu sendiri. Aktifitas yang interaktif tersebut

merupakan manfaat dan dampak positif di yang mana media sosial dapat dimanfaatkan oleh
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masyarakat untuk memberikan pendapat dan suaranya. Sehingga media sosial menjadi alternatif
komunikasi baru dalam berinteraktif antara rakyat dengan penguasa (Frank Wilkins et al., 2019).
Berdasarkan dalam Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 tentang menyampaikan
pendapat dimuka umum Pasal 6, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor 7 tahun 2012 tentang tata cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan
Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Pasal 5 Ayat (2) maka kelima (5)
aksi tagar diatas memenuhi peraturan perundang-undangan. Hal itu dikarenakan, bentuk sikap
toleransi terhadap perbedaan pendapat antara rakyat dengan pemerintah dan intansi lain, atau
antara rakyat dengan rakyat itu sendiri diatur dalam Undang-undang Nomor 9 tahun 1998
tentang menyampaikan pendapat dimuka umum Pasal 6 yang menjelaskan mengenai
tanggungjawab dalam menyampaikan pendapat dimuka umum untuk menghormati hak-hak
orang lain sehingga perbedaan pendapat diatur dengan batas menghormati hak-hak orang lain
yaitu dengan bentuk sikap toleransi. Hal itu juga diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2012 tentang tata cara Penyelenggaraan Pelayanan,
Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Pasal 5 Ayat (2)
bahwa dalam menyampaikan pendapat dimuka umum berkewajiban untuk menghormati hak
orang lain dan tunduk pada pembatasan menurut perundang-undangan. Putusan Mahkamah
Konstitusi dalam Rapat Permusyawaratan Hakim MK bahwa dalam praktik partisipasi
masyarakat diperlukan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang
diberikan dan adanya hak untuk dipertimbangkan dan hak untuk didengar pendapatnya.
Kemudian, jika disandingkan dengan pendapat Aristoteles mengenai Demokrasi yang
memiliki konsep nilai dan praksis komunikatif yang membebaskan karena berorientasi pada
terbangunnya tatanan masyarakat yang bebas, setara, berkeadilan, inklusif, dan toleran maka
kelima (5) aksi tagar diatas memenuhi doktrin tersebut. Hal itu memenuhi doktrin dari
Ariestoteles dikarenakan adanya sikap toleransi terhadap perbedaan pendapat antara rakyat
dengan pemerintah dan instansi lain, atau antara rakyat dengan rakyat itu sendiri dan merupakan
bentuk komunikasi aktif yang berorietasi pada terbangunnya tatanan masyarakat yang inklusif
dan toleran. Jika disandingkan dengan pendapat Jurge Habermas mengenai fenomena Bahasa
dan komunikasi antar manusia untuk mengkritik sebagai wujud perjuangan demokrasi dengan
suasana saling memahami dalam diskursusnya maka kelima (5) aksi tagar diatas memenuhi

doktri Jurge Habermas dikarenakan sikap toleransi terhadap perbedaan pendapat antara rakyat
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dengan pemerintah atau rakyat dengan rakyat itu sendiri merupakan wujud diskursuf yang
berkehendak untuk saling memahami untuk memperjuangkan demokratisasinya.

Secara konsisten Mahasiswa di seluruh Indonesia melalui media sosial di Twitter terus
mengeluarkan pendapat, kritik dan saran melalui tweet dan tersebar luas hingga media nasional.
Adanya komunikasi aktif berupa perbedaan pendapat dan sikap toleransi antar kedua belah pihak
dengan respon berupa audiensi telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Rapat
Permusyawaratan Hakim MK karena audiensi meruapakan wujud dari adanya praktik partisipasi
masyarakat dalam memperoleh penjelasan, feedback, didengar dan dipertimbangkan suaranya.

Selanjutnya, kelima (5) aksi tagar diatas telah sesuai dengan doktrin yang dikemukakan
oleh Ariestoteles. Hal itu dikarenakan dalam penyampaian pendapat, kritik dan saran, tentu
membutuhkan komunikasi aktif. Hal itu untuk membangun jaringan komunikasi politik dengan
pola yang tersistematis sehingga dapat mengatur hubungan antar individu ataupun kelompok
untuk memperoleh informasi politik. Terbentuknya model ini didasarkan pada alasan praktis
politisi untuk dapat menumbuhkan partisipasi publik sehingga terjadi feedback dan kontribusi.
Kelima (5) aksi tagar diatas telah sesuai dengan doktrin Jurge Habermas dikarenakan dalam
penyampaian pendapat, kritik dan saran dibutuhkan komunikasi antar manusia untuk mengkritik
dalam sebuah diskursuf yang saling memahami, artinya terdapat sikap toleransi dalam perbedaan
pendapat tersebut untuk mencapai konsensus bersama.

Praktik Demokrasi dalam kelima (5) aksi tagar tersebut terdapat adanya komunikasi aktif
berupa perbedaan pendapat dan sikap toleransi antar kedua belah pihak dengan respon yang
beragam yaitu audiensi, klairifikasi dan permintaan maaf. Menurut Habernas demokrasi
memerlukan mediasi ruang Publik untuk mengatasi perbedaan pendapat dan kepentingan
sehingga dapat menemukan kepentingan umum serta mencapai konsensus bersama. Hal itu
terdapat dalam praktik demokrasi ini yang mana mediasi ruang publik dimulai dengan inisiatif
masyarakat dan pejabat untuk melakukannya dalam bentuk pengadaan audiensi. Oleh karena itu
maka praktik tersebut dapat di identifikasi sebagai bentuk dari prinsip Demokrasi yaitu dalam hal
ini termasuk bagian dari karakteristik Demokrasi Digital karena dapat dilihat dari proses
mengambil sikap dalam perbedaan pendapat dan toleransi yang dilaksanakan melalui sosial
media yaitu dalam bentuk tweet dan lain-lain.

Keempat, berdasarkan prinsip demokrasi menurut William Ebenstein mengenai

Kesukarelaan/VVoluntarism (Culla, 2018). Bentuk praktik dari prinsip tersebut dapat dilihat
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dari kelima (5) aksi tagar diatas yang melakukan pengumpulan tagar berhasil diikuti secara
sukarela oleh para pengguna sosial media di twitter dengan hasil tagar yang terkumpul berbeda-
beda yaitu dari ribuan hingga jutaan tweets tagar terkumpul sehingga berhasil menjadi trending
topik di sosial media.

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28C ayat (2), dan Undang-undang Nomor 9 tahun 1998
tentang menyampaikan pendapat dimuka umum Pasal 2 ayat (1) maka kelima (5) aksi tagar
tersebut memenuhi peraturan perundang-undangan. Hal itu dikarenakan bentuk dari kesukarelaan
oleh para pengguna sosial media di Twitter dengan hasil tagar yang terkumpul hingga trending
topik ditwitter diatur dalam UUD 1945 Pasal 28C ayat (2), yang menjelaskan mengenai hak
setiap orang untuk memperjuangkan secara kolektif untuk membangun masyarakat sehingga
trending topik yang menjadi puncak hasil dari kelima (5) aksi tagar diatas merupakan contoh dari
perjuangan kolektif untuk membangun kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Hal itu juga
diatur dalam Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 tentang menyampaikan pendapat dimuka
umum Pasal 2 ayat (1) yang menjelaskan mengenai hak rakyat dalam menyampaikan pendapat
secara individu atau kelompok untuk mewujudkan Demokrasi, sehingga hasil aksi tagar diatas
merupakan bentuk penyampaian pendapat secara kelompok di sosial media.

Kemudian jika disandingkan dengan pendapat Farabi mengenai kebutuhan kehidupan
manusia sebagai makhluk sosial maka kelima (5) aksi tagar tersebut memenuhi doktrin tersebut.
Hal itu dikarenakan hasil aksi tagar yang menjadi trending topik di Twitter merupakan bentuk
dari hakekat manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari masyarakat. Trending
topik tidak dapat terbentuk atas individu melainkan hanya bisa dicapai secara kelompok dalam
hal ini yaitu para pengguna sosial media Twitter yang merupakan bentuk dari bagian
kemasyarakatan di dunia maya. Namun pendapat farabi tersebut berbeda dengan pandangan
Jurge Habermas yang mana hasil dari demokrasi adalah berfokus pada proses diskursuf yang
intensif dan rasional, bukan pada persoalan suara mayoritas saja, karena suara minoritas juga
memiliki suara yang sama.

Bentuk dari terkumpulkannya hasil aksi tagar berupa trending topik di Twitter merupakan
bukti adanya praktik Demokrasi digital dengan tujuan yang sama yaitu mewujudkan Demokrasi
yang baik secara individu ataupun kelompok/kolektif.

Selanjutnya, kelima (5) aksi tagar diatas telah sesuai dengan doktrin yang dikemukakan

oleh pendapat farabi kerena praktik pengumpulan tagar yang dilakukan oleh para pengguna akun
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sosial media Twitter dapat dianalogikan sebagai makhluk sosial seperti dalam bentuk dari jumlah
masa aksi (konvensional) yang berpartisipasi secara sukarela. Namun tidak sesuai dengan
pendapat Jurge Habermas dikarenakan jumlah masa aksi tagar yang terkumpul tidak dapat
dijadikan sebagai nilai parameter dari adanya proses diskursuf yang rasional dan intensif antar
masyarakat dan didalam tagar yang terkumpul tersebut terdapat pihak pro dan pihak yang kontra
atas akibat dari komunikasi intensif antar masyarakat.

Praktik Demokrasi dalam kelima (5) aksi tagar tersebut terdapat bentuk kesukarelaan
dalam hal ini dapat dilihat dari jumlah masa aksi di sosial media Twitter. Oleh karena itu praktik
ini dapat diidentifikasikan sebagai kebutuhan masyarakat dalam praktik Demokrasi Digital yang
dibuktikan dengan jumlah tagar yang terkumpul dan trending di sosial media. Kebutuhan para
pengguna sosial media yang melakukan aksi tagar merupakan indikator bahwa pengguna sosial
media juga bagian dari yang dimaksudkan sebagai makhluk sosial. Namun dibutuhkan sebuah
parameter tersendiri untuk memberikan penilaian dari proses diskursuf intensif antar masyarakat
yang rasional sehingga tidak berfokus pada hasil tagarnya saja.

Kelebihan dalam Praktik Demokrasi Digital yaitu terbentuknya budaya critical thinking,
hal itu dapat dilihat dari bentuk-bentuk pernyataan sikap yang dikeluarkannya pemikiran
masyarakat dan tersebarnya pamflet di sosial media yang dapat diakses masyarakat secara umum
dan tak terbatas, meskipun pada dasarnya sosial media merupakan platform hiburan namun
dengan adanya aksi tagar menjadikan sosial media bertambah fungsinya yaitu sebagai wadah
untuk meningkatkan daya berfikis kritis masyarakat. Kebebasan berpendapat di sosial media
membuat masyarakat memiliki kreatifitas dan keunikan dalam penyelenggaraan praktik aksi
tagar yaitu menggunakan tweet dan meme lucu sehingga, Praktik Demokrasi Digital memiliki
kelebihan dalam penyampaian aspirasi, kritik dan pendapatnya yang lebih mudah untuk diterima
ke masyarakat khususnya kaum milenial. Kelebihan dalam Praktik Demokrasi Digital ini yaitu
adanya komunikasi aktif antara masyarakat dengan pemangku jabatan yang terkait, sehingga
masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan respon dan feedback langsung oleh pemangku
jabatan dan dari situlah salah satu tujuan aksi dapat lebih mudah untuk dicapai masyarakat
dibandingkan komunikasi ketika aksi turun ke jalan. Kelebihan lain dari praktik demokrasi
digital yaitu banyaknya partisipasi publik, hal itu dapat dilihat dari banyaknya jumlah tagar
terkumpul yang dapat diindikasikan sebagai jumlah masa aksi sehingga aksi tagar lebih efektif

untuk menaikkan isu langsung ke skala nasional atau biasa disebut dengan viral. Kelebihan
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dalam praktik Demokrasi Digital yaitu telah diaturnya hal-hal yang menghambat beberapa proses
aksi tagar seperti adanya cyber crime berupa hacking, yang telah diatur dalam Undang-undang
nomor 11 tahun 2008 pasal 30 ayat Pasal 30 Ayat (1) (2) dan (3), Pasal 31 ayat (1). Kemudian
informasi palsu/sesat yang biasa disebut hoax telah diatur dalam Undang-undang nomor 11 tahun
2008 Pasal 28 ayat (1).

Terdapat beberapa kelemahan dalam Praktik Demokrasi Digital yaitu adanya praktik
Buzzer. Buzzer merupakan akun sosial media yang tidak diketahui identitasnya yang mana
biasanya satu orang dapat memiliki banyak akun sehingga pengguna akun sosial media menamai
akun tersebut sebagai akun bot dan bergerak secara tim/kelompok bayaran. Dalam proses
Demokrasi Digital, Buzzer dapat mempengaruhi jalannya aksi tagar. Hal itu dikarenakan Buzzer
dapat difungsikan untuk menjadi aksi tandingan yang memposisikan sebagai akun yang menolak
adanya aksi tagar atau menyebarkan isu lain agar pelaksanakan aksi tagar kurang partisipasi
publik atau membuat bingung masyarakat dalam bersikap. Berdasarkan Undang-undang nomor
11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik pasal 28 ayat (2) dalam peraturan
tersebut dapat digunakan untuk mengatasi adanya buzzer dalam konteks penyebaran informasi
secara individu yang menimbulkan rasa benci dan permusuhan di masyarakat, namun peraturan
tersebut belum mengatur mengenai buzzer dalam konteks secara unsur-unsur dari prantik buzzer,
karena praktik tersebut dilaksanakan secara tim (non-individu) dan tersistematis, serta dibayar
(bersifat komersil) oleh pihak yang berkepentingan untuk menjadi posisi yang bersebrangan dari
aksi tagar atau untuk pengalihan isu. Kelemahan lain dalam praktik Demokrasi Digital yaitu
tidak adanya penyimpanan history dari hasil aksi tagar yang dikumpulkan. Hal itu disebabkan
sistem dari sosial media twitter menyediakan fitur track record atau arsip dari sebuah tagar yang
terkumpul. Kelemahan selanjutnya yaitu penyalahgunaan fitur banned account dari twitter. Hal
tersebut dapat dilakukan ketika terjadi report skala besar oleh beberapa akun pengguna twitter
lain. Pada hakikatnya fitur tersebut untuk menutup akun yang meresahkan dan merugikan
pengguna sosial media twitter lain namun dalam praktik aksi tagar ini justru dapat
disalahgunakan oleh Buzzer untuk membungkam peserta aksi tagar yang memiliki pengaruh
dalam praktik aksi tagar. Kelemahan lain yaitu KUHP hanya mengatur mengenai pencemaran
nama baik (pasal 310 ayat (1)), fitnah (pasal 311 ayat (1)), penghinaan (pasal 315) dan
persangkaan palsu (pasal 318 ayat (1)) beberapa pasal tersebut sulit untuk menjerat dalang,

pelaku dan pengguna jasa Buzzer. Kemudian kelemahan selanjutnya yaitu pada Undang-undang
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nomor 11 tahun 2008 justru menjadi peraturan yang membatasi kebebasan berbicara di sosial
media yaitu pada pasal 27 ayat (3). Pasal tersebut mengatur mengenai muatan penghinaan
dan/atau pencemaran nama baik secara elektronik. Peraturan tersebut dapat digunakan untuk
membuat peserta aksi dalam menyampaikan aspirasi melalui sosial medianya, dikriminalisasi
oleh pejabat yang merasa dihina dan diajatuhkan nama baiknya. Selanjutnya, dalam Peraturan
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2012 belum mengatur bentuk
teknis, prosedural, mekanisme dan perlindungan hukum bagi peserta aksi tagar di sosial media.
Berdasarkan kelebihan dalam kelima aksi tagar diatas, maka penulis memberikan usulan
konsep Praktik Demokrasi Digital yaitu mekanisme dalam penyelenggaraan praktik Demokrasi
Digital dapat dilakukan dalam bentuk postingan, tweet, pamflet, meme baik berupa gambar atau
video dan bentuk lain sesuai dengan sosial media yang digunakan. Kemudian, tempat
penyampaian pendapat di muka umum dapat diwujudkan melalui beranda sosial media yang
dapat diakses tanpas batas oleh seluruh pengguna sosial media. Indikasi jumlah masa aksi dapat
diperkirakan partisipasinya melalui jumlah tagar yang dikumpulkan. Tujuan dari praktik
Demokrasi yaitu tagar trending, mendapat feedback oleh pejabat yang terkait, membentuk
budaya critical thinking di sosial media dan untuk mengumpulkan masa aksi dijalan. Hasil tagar
yang trending dapat dicantumkan dalam sebuah pernyataan Press Release oleh penyelenggara
aksi tagar sebagai solusi atas tidak adanya fitur arsip history jumlah aksi tagar di twitter.
Kemudian peraturan yang mengatur mengenai Cyber Crime seperti tindak pidana hacking dan
penyebaran informasi berita bohong pada Undang-undang nomor 11 tahun 2008 dapat dijadikan
usulan pengaturan dalam praktik demokrasi Digital. Untuk mengatasi Praktik Buzzer, penulis
memberikan usulan pandangan dari Hukum Pidana Korea yang mengkategorikan Buzzer sebagai
bentuk tindak pidana manipulasi komentar atau manipulasi opini publik karena telah
menghambat proses informasi publik. Dalam Hukum pidana Korea disebutkan pada pasal 314
ayat (2) KUHP “seseorang yang mengganggu pekerjaan seseorang dengan memasukkan
informasi palsu ke dalam perangkat pengolah informasi seperti komputer, memasukkan perintah
yang tidak sah, atau menyebabkan hambatan pemprosesan informasi dengan cara lain juga
dipidana”. Frasa “hambatan pemprosesan informasi” digunakan untuk menjerat kasus
perlindungan kebebasan beraktivitas sosial, bentuk perbuatan yang dimaksud salah satunya yaitu
comment manipulation. Upaya dalam memanipulasi opini publik yang di lakukan melalui

internet merupakan wujud dari peran internet yang semakin diperluas oleh masyarakat (hyper
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connected), meskipun telah diatur dalam KUHP Korea, namun untuk mengatasi manipulasi opini
publik berupa comment manipulation ini masih dibutuhkan sebuah undang-undang dan
kebijakan lain selain hukum pidana (Lee, 2018). Jadi dalam mengatasi Buzzer di Indonesia,
penulis mengusulkan bentuk tindak pidana Buzzer untuk diatur dalam peraturan hukum di
Indonesia dengan frasa perbuatan manipulasi opini publik. Frasa tersebut tidak hanya digunakan
untuk perbuatan Buzzer saja, namun dapat digunakan dalam beberapa bentuk tindak pidana
seperti hoax, framing, dan sebagainya.

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai karakteristik Demokrasi Digital dengan data
kasus dari kelima (5) Aksi tagar di Indonesia maka seluruh aksi tagar tersebut sesuai dengan
norma hukum dan doktrin para ahli terkait dengan prinsip Demokrasi. Dibawah ini merupakan
hasil Tabel 1. pembahasan kesesuaian data dengan norma:

Tabel 1.
Hasil Pembahasan Tentang Kesesuaian Data Dengan Norma

No. Hasil Data Prinsip Demokrasi Sesuai Tldak_
Sesuali
1 Aksi tagar Adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan
Masyarakat pembenaran kebenaran dalam penilaian terhadap jalannya proses \Y
Klaten politik dan pemerintahan.
terhadap Kebebasan berbicara, berkumpul, berpartisipasi, pers, dan
Bupati Klaten | berpendapat yang dijamin keberadaannya, baik melalui konstitusi \Y
ataupun melalui kesepakatan
Menghargai sikap toleransi terhadap perbedaan pendapat yang v
berlawanan
Kesukarelaan/voluntarism \%
2 Aksi tagar Adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan
Mahasiswa pembenaran kebenaran dalam penilaian terhadap jalannya proses \Y
terhadap politik dan pemerintahan.
kebijakan Kebebasan berbicara, berkumpul, berpartisipasi, pers, dan
Kampus berpendapat yang dijamin keberadaannya, baik melalui konstitusi \Y
selama ataupun melalui kesepakatan
pandemi Menghargai sikap toleransi terhadap perbedaan pendapat yang v
Covid-19 berlawanan
Kesukarelaan/voluntarism \Y
3 Aksi tagar Adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan
Mahasiswa pembenaran kebenaran dalam penilaian terhadap jalannya proses \Y
terhadap politik dan pemerintahan.
Kebijakan Kebebasan berbicara, berkumpul, berpartisipasi, pers, dan \Y
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No. Hasil Data Prinsip Demokrasi Sesuai Tidak.
Sesuai

Kementerian berpendapat yang dijamin keberadaannya, baik melalui konstitusi
Pendidikan ataupun melalui kesepakatan
dan Menghargai sikap toleransi terhadap perbedaan pendapat yang v
Kebudayaan berlawanan
selama Kesukarelaan/voluntarism
pandemi \Y/
Covid-19

4 Aksi tagar Adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan
Mahasiswa, pembenaran kebenaran dalam penilaian terhadap jalannya proses \Y
Pelajar dan politik dan pemerintahan.
Rakyat Kebebasan berbicara, berkumpul, berpartisipasi, pers, dan
Yogyakarta berpendapat yang dijamin keberadaannya, baik melalui konstitusi \Y
terhadap ataupun melalui kesepakatan
Kebijakan Menghargai sikap toleransi terhadap perbedaan pendapat yang v
pemerintah berlawanan
terkait Kesukarelaan/voluntarism. v
Omnibus Law

5 Aksi tagar Adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan
Mahasiswa pembenaran kebenaran dalam penilaian terhadap jalannya proses \Y
seluruh politik dan pemerintahan.
Indonesia Kebebasan berbicara, berkumpul, berpartisipasi, pers, dan
terhadap berpendapat yang dijamin keberadaannya, baik melalui konstitusi \Y
Kebijakan ataupun melalui kesepakatan
Pemerintah Menghargai sikap toleransi terhadap perbedaan pendapat yang v
terkait berlawanan
Omnibus Law | Kesukarelaan/voluntarism Vv

Sumber: Hasil Penelitian, 2022
4. PENUTUP

Praktik Demokrasi dilakukan melalui sosial media, merupakan wujud dari proses
digitalisasi yang menjadi alternatif baru dalam praktik aksi untuk menyampaikan aspirasi rakyat
yang dilakukan dalam bentuk pengumpulan tagar atau biasa disebut sebagai aksi tagar. Praktik
aksi tagar di sosial media membuktikan adanya karakteristik baru dalam Demokrasi di Indonesia.
Hal itu disebut sebagai praktik Demokrasi Digital. Karakteristik Demokrasi digital dilakukan
dalam bentuk aksi pengumpulan tagar melalui sarana sosial media di twitter berupa kritik dan
penyebaran pamflet atau gambar tertentu. Kritik dilakukan dalam bentuk tweet, pamflet dan

meme yang mengandung sindiran. Dalam praktiknya terdapat perbedaan pendapat dan bentuk-
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bentuk toleransi tertentu, seperti pejabat merespon kritik yang disuarakan oleh rakyat dalam
bentuk klarifikasi melalui tweet di twitter atau sarana sosial media lain dan adanya permintaan
maaf atau mengajak untuk mengadakan musyawarah dalam bentuk audiensi. Perbedaan pendapat
lain dibangun dengan sikap berupa bantahan dalam batasan tanpa menjatuhkan secara individu.
Subyek perbedaan pendapat tidak hanya pada rakyat dengan pejabat yang terkait, namun terdapat
pula perbedaan antara masyarakat dengan masyarakat itu sendiri. Hal itu menunjukkan adanya
komunikasi aktif dalam penyelenggaraan aksi tagar. Aksi tagar bertujuan untuk mengumpulkan
masa aksi dalam bentuk jumlah tagar yang berhasil ditrendingkan di sosial media atau trending
topik. Terkumpulnya tagar dengan jumlah yang besar merupakan keberhasilan yang menandakan
bahwa aksi tagar tersebut di ikuti oleh banyak pengguna sosial media secara suka rela. Pengguna
sosial media merupakan subyek dari rakyat itu sendiri. Setelah disandingkan dengan peraturan
hukum, doktrin para ahli dan prinsip-prinsip demokrasi maka beberapa karakteristik Demokrasi
Digital diatas telah sesuai dengan norma, doktrin dan prinsip Demokrasi. Meskipun belum diatur
secara eksplisit, peraturan hukum di Indonesia masih dapat digunakan untuk mengatur dan
melindungi praktik tersebut.

Kelebihan dari praktik Demokrasi Digital yaitu terbentuknya budaya critical thinking,
penyampaian (aspirasi, kritik dan saran) lebih mudah diterima masyarakat dan lebih mudah
mendapat feedback dari pejabat atau pemeritah yang terkait sehingga tujuan aksi lebih cepat
untuk dicapai, banyaknya partisipasi publik atas isu yang trending sehingga menjadi isu nasional,
terdapat beberapa peraturan yang telah mengatur hambatan dalam praktek Demokrasi Digital
seperti cyber crime dan hoax.

Kelemahan dari praktik Demokrasi Digital yaitu adanya paktik buzzer, kurangnya fitur
twitter dalam hal arsip tagar yang terkumpul, adanya penyalahgunaan fitur banned account,
KUHP hanya mengatur masalah pencemaran nama baik, adanya pasal karet dari UU ITE, belum
diatur sebuah bentuk, teknis, procedural, mekanisme dan perlindungan hukum bagi peserta aksi
tagar.

Berdasarkan kelebihan dan kekurangan dari penjelasan diatas maka penulis memberikan
usulan konsep Praktik Demokrasi Digital yaitu mekanisme dalam penyelenggaraan praktik
Demokrasi Digital dapat dilakukan dalam bentuk postingan, tweet, pamflet dan meme.
Kemudian, tempat penyampaian pendapat di muka umum dapat diwujudkan melalui beranda

sosial media. Indikasi jumlah masa aksi dapat diperkirakan dari partisipasinya melalui jumlah
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tagar yang dikumpulkan. Tujuan praktik Demokrasi Digital yaitu tagar trending, mendapat
feedback oleh pejabat yang terkait dan mengumpulkan masa aksi dijalan. Hasil tagar dapat
dicantumkan dalam Press Release. Peraturan yang mengatur mengenai cyber crime dapat
dijadikan usulan pengaturan Aksi tagar. Untuk mengatasi Praktik Buzzer penulis memberikan
usulan pandangan dari Hukum Pidana Korea yang mengkategorikan Buzzer sebagai bentuk
tindak pidana manipulasi komentar atau manipulasi opini publik yang menghambat proses
informasi publik. Jadi dalam mengatasi Praktik Buzzer di Indonesia, penulis mengusulkan
bentuk tindak pidana Buzzer untuk diatur dalam peraturan hukum di Indonesia dengan frasa
perbuatan manipulasi opini publik. Frasa tersebut tidak hanya digunakan untuk perbuatan Buzzer
saja, namun dapat digunakan dalam beberapa bentuk tindak pidana seperti hoax, framing, dan
sebagainya.
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